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Praktik akad jual beli kosmetik tanpa aturan pemakaian di Toko Make Up 
Mini Bandar Lampung menurut hukum Islam dan hukum positif yaitu pihak 
pertama sebagai penjual dan pihak kedua sebagai pembeli yang mana terdapat 
kesepakatan antar kedua belah pihak dalam transaksi tersebut, yaitu pihak penjual 
menyerahkan barang yang diinginkan dan pihak pembeli menyerahkan uang yang 
keduanya dilakukan dengan ikhlas atau sukarela tanpa ada unsur paksaan. Namun 
pada produk kosmetik tersebut tidak mencantumkan aturan pemakaian yang mana 
hal tersebut menjadi salah satu yang penting dalam suatu produk. Permasalahan 
dalam penelitian adalah bagaimana praktik akad jual beli kosmetik yang terjadi di 
Toko Make Up Mini Bandar Lampung, dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan 
hukum positif terhadap praktik akad jual beli produk kosmetik tanpa aturan 
pemakaian yang terjadi di Toko Make Up Mini Bandar Lampung tersebut. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui secara jelas praktik akad jual beli kosmetik yang 
terjadi di Toko Make Up Mini Bandar Lampung serta mengungkap lebih jauh 
menurut hukum Islam dan hukum positif mengenai praktik akad jual beli produk 
kosmetik tanpa aturan pemakaian yang terjadi di Toko Make Up Mini Bandar 
Lampung. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilaksanakan berdasarkan pada 
data maupun informasi yang bersumber dari pengelola, karyawan dan pembeli di 
toko Make Up Mini Bandar Lampung, dimulai dari observasi atau pengamatan 
langsung serta wawancara. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, 
dalam penelitian ini dideskripsikan dan menganalisa untuk menarik kesimpulan 
tentang akad jual beli produk kosmetik tanpa aturan pemakaian di Toko Make Up 
Mini Bandar Lampung. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data 
sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kualitatif komparatif dengan pola berpikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukkan bahwa praktik akad jual beli produk kosmetik di Toko Make Up 
Mini Bandar Lampung sudah menggunakan cara yang cukup baik. Di mana 
pembeli datang dan memilih barang serta menawar harga yang sesuai kepada 
penjual kosmetik, namun terdapat masalah dalam produk tersebut, produk yang 
diperjualbelikan tidak menggunakan aturan pemakaian yang tentu dapat 
berdampak pada transaksi tersebut. Dalam tinjauan hukum Islam ini dianggap sah, 
karena jual beli yang dilakukan sudah memenuhi rukun dan persyaratannya yaitu 
terdapat unsur suka sama suka dan juga sepakat, tidak ada unsur paksaan dan 
penipuan serta sesuai dengan ketentuan yang dibuat antara penjual dan pembeli. 
Namun dalam tinjauan hukum positif, produk kosmetik belum dapat dikatakan 
memenuhi aturan dari segi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan 
peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berlaku, 
disebabkan karena pada bagian produk tersebut tidak tertera aturan pemakian 
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A. Penegasan Judul 
Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini, terlebih 
dahulu sebelum kita melangkah pada pembahasan selanjutnya guna 
mendapatkan gambaran yang jelas agar tidak menimbulkan kekeliruan dan 
kesalahpahaman, maka penulis akan menjelaskan arti beberapa istilah 
yang terdapat di dalam judul ini. Judul dari skripsi ini adalah “Akad Jual 
Beli Produk Kosmetik Tanpa Aturan Pemakaian Menurut Hukum 
Islam dan Hukum Positif (Studi di Toko Make Up Mini Bandar 
Lampung)”. Beberapa istilah pada judul tersebut sebagai berikut :  
Akad adalah janji, perjanjian, kontrak.
1
 Adapun akad  merupakan 
janji yang kuat (al-‘ahd al-mutsaq), dan tanggungan (dhaman), serta 
segala sesuatu yang menimbulkan ketetapan.
2
 
Jual beli yakni persetujuan yang saling mengikat antara penjual 
yaitu sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak 
yang membayar harga barang yang dijual.
3
  
Produk adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya 




                                                             
1 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: 
Pusat Bahasa, 2008), h. 25. 
2
 Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah (Jakarta: Amzah, 2017), h. 110. 
3
 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia..., h. 478. 
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Kosmetik adalah bahan atau sediaan untuk mempercantik wajah, 
kulit, rambut dan sebagainya.
5
 Sedangkan menurut Badan Pengawas Obat 
dan Makanan kosmetik adalah : bahan atau sediaan yang dimaksudkan 
untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, 
kuku, bibir dan organ genetikal bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut 
terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan 




Aturan adalah cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang 
telah ditetapkan supaya diturut.
7
 
Pemakaian yaitu berasal dari kata dasar pakai. Pemakaian 
memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pemakaian 
dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan 
segala yang dibendakan. Pemakaian adalah Proses, cara, perbuatan 
memakai. Pemakaian juga berarti penggunaan.
8
 
Hukum Islam adalah hasil daya upaya dari para fuqaha dalam 
menerapkan syariat Islam sesuai dengan keutuhan masyarakat, dapat pula 
dikatakan bahwa hukum Islam adalah syariat yang bersifat umum, yakni 
yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi 
                                                             
5
 Ibid, h. 736. 
6
 Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Keputusan Kepala Badan 
Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik 
(Jakarta: BPOM RI, 2003), h. 2. 
7
 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia..., h. 104. 
8
 Lektur.Id, “Pemakaian” (On-line), tersedia di: https://lektur.id/arti-pemakaian/, diakses 





dan situasi masyarakat dan masa.
9
 Tapi yang dimaksud dengan hukum 
Islam di sini adalah hukum ekonomi syariah. 
Hukum Positif adalah salah satu bagian hukum, ditinjau menurut 
waktu berlakuya. Hukum positif atau bisa dikenal dengan istilah ius 
constitutum, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakt 
tertentu dalam suatu daerah tertentu. Singkatnya hukum yang berlaku bagi 
suatu masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu.
10
 Yang 
dimaksud dengan hukum positif di sini adalah hukum perdata Islam. 
Berdasarkan penjelasan-penjelasan istilah tersebut di atas, dapat 
ditegaskan bahwa yang dimaksud oleh judul ini adalah suatu penelitian 
mengenai praktik akad jual beli produk kosmetik tanpa aturan pemakaian 
menurut hukum Islam dan hukum positif serta di sini penulis melakukan 
penelitian di Toko Make Up Mini Bandar Lampung yang berada di Jl. 
Pulau Sebesi, Sukarame Bandar Lampung. 
B. Alasan Memilih Judul 
Terdapat beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk 
meneliti tentang akad  jual beli produk kosmetik tanpa aturan pemakaian 
menurut hukum Islam dan hukum positif ialah :  
1. Secara Objektif, sejak dulu kosmetik dan kecantikan ialah dua hal 
yang sulit untuk dipisahkan dari kaum hawa. Karena dengan terlihat 
cantik dan menarik maka seorang wanita akan merasa bahwa dirinya 
                                                             
9
 Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam (Semarang: Pustaka Rizky 
Putra, 2001), h. 21. 
10
 Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: PT Bima Ilmu, 





akan lebih dapat diterima di kelompok sosialnya dan juga dapat 
meningkatkan rasa kepercayaan diri dari seorang wanita. Sehingga 
praktik jual beli produk di masa kini sangat intens dilakukan, mulai 
dari produk kosmetik pabrik yang lengkap informasinya hingga produk 
kosmetik yang minim informasi kemasannya. Maka penelitian ini 
dianggap penting dan penulis tertarik untuk menganalisisnya dari sudut 
pandang hukum Islam dan hukum positif.  
2. Secara Subjektif, penelitian yang diajukan pun sesuai dengan bidang 
keilmuan yang sedang penulis pelajari saat ini, yakni berkenaan 
dengan Hukum Ekonomi Islam khususnya dalam bidang Mu‟amalah. 
Serta tersedianya literatur yang menunjang penelitian. 
C. Latar Belakang Masalah 
Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling 
sempurna, yang Allah SWT ciptakan dengan berbagai macam kekurangan 
dan kelebihan pada masing-masing umatnya tersebut, tujuan Allah SWT 
menciptakan manusia di muka bumi ini salah satunya adalah untuk 
beribadah kepada-Nya, dalam rangka mencari amal ibadah untuk 
kehidupan dunianya, manusia juga dituntut untuk mensejahterakan 
kehidupan dunianya demi melangsungkan eksistensinya tersebut di dunia 
ini, dalam rangka mensejahterakan kehidupanya, manusia harus bekerja 
mencari rezeki di dunia ini, namun rezeki yang bersih dan halal yang 





Berbagai usaha telah dilakukan oleh manusia untuk 
melangsungkan kelanjutan hidupnya dan keturunannya di muka bumi ini, 
dan Allah SWT mensyariatkan jual beli merupakan suatu kemudahan 
untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia 
mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Adakalanya suatu yang kita 
butuhkan pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan seseorang tidak 
mungkin memberinya tanpa imbalan untuk hubungan transaksi dengan 
sesama manusia. Salah satunya dengan melakukan jual beli,
11
sehingga 
transaksi jual beli tersebut diharapkan sejalan dengan perkembangan 
zaman namun tidak melanggar syariat Islam yang ada. 
Sekarang dalam perkembangan masyarakat modern mengalami 
suatu perkembangan yang sangat pesat dalam segi pola pikir 
mempengaruhi suatu sektor persaingan perdagangan, namun masyarakat 
adalah makhluk yang sempurna untuk melakukan suatu transaksi jual beli 
tersebut, seperti jual beli kosmetik. 
Jual beli (al-bai) secara etimologi adalah pertukaran barang dengan 
barang, sedangkan menurut istilah digunakan untuk menyebut dari dua sisi 
transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.
12
 
Jual beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi antara sesama 
manusia, sebagai usaha dari manusia tersebut untuk mempertahankan dan 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia merupakan suatu 
keadaan akan sebagian dari pemuasan dasar yang dirasakan atau 
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 Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, terlebih 
untuk tampil lebih menarik dengan menggunakan berbagai produk 
kosmetik. Kosmetik merupakan salah satu produk yang ditawarkan untuk 




Dalam aktivitas sehari-hari para wanita tidak dapat terlepas dari 
kosmetik, karena produk produk perawatan ini akan digunakan oleh 
sebagian besar kaum wanita mulai dari remaja hingga dewasa. Kaum 
wanita akan rela merogoh kantong mereka hanya untuk membeli produk 
kosmetik yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan sehingga 
memperoleh kepuasan tertinggi secara lahir dan batin. Karena kepuasan 
tertinggi dapat dirasakan tidak hanya secara lahir saja namun juga secara 
batin sampai pada ketenangan hati.
15
 
Banyak cara untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan. 
Di antanya dengan cara mencari informasi tentang kelengkapan produk 
yang terdapat pada produk. Pengembangan dari suatu produk akan 
melibatkan tata cara penggunaan serta manfaat yang akan ditawarkan oleh 
produk tersebut. Sehingga kelengkapan produk akan menjadi unsur yang 
dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar dalam pengambilan 
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dimaksud sebagai media informasi konsumen untuk 
memperoleh kepercayaan terhadap produk secara lahir batin salah satunya 
adalah aturan pemakaian. 
Produk kosmetik yang sekarang diperjualbelikan di pasaran 
ternyata masih banyak yang belum mencantumkan informasi yang jelas 
terkait dengan produk tersebut, seperti aturan pemakaian pada 
kemasannya. Keadaan seperti inilah yang justru menjadikan peluang usaha 
bagi pelaku usaha untuk sekedar memuaskan keinginan dari para 
konsumen, dengan cara menawarkan produk yang tidak diberikan 
penjelasan atas cara penggunaannya yang seharusnya melekat pada produk 
tersebut. Padahal kebutuhan akan aturan pemakaian pada produk kosmetik 
menjadi penting khususnya untuk menjamin kesehatan konsumen. 
Transaksi seperti ini sangat diperlukan syariat Islam agar 
teraturnya muamalah, sehingga kehidupan manusia lebih terjamin dengan 
sebaik-baiknya dan teratur tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan 
yang merugikannya.  
Hal ini sebagaimana dalam firman Allah :  
اٍض رَ ََ  نْ عَ  ة  ارَ ِتَ  نَ وْ كُ ََ  ِإَّلَّ َأنْ  لِ طِ بَ الْ بِ  مْ كُ نَ يْ بَ  مْ كُ لَ وَ ا أَمْ ُكُلوْ  ََْأ  َل  اوْ نُ امَ ءَ  نَ يَأَي َُّها الَِّذي
 (QS. An-Nisa‟(4) : 29) .يم احِ ْم رَ كُ نَّ اهلَل َكاَن بِ إِ   مْ كُ سَ فُ نْ ا أَ وْ لُ تُ قْ  ََ َل وَ   مْ كُ نْ م  
Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang 
kepadamu.” 
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Berdasarkan ayat di atas tersebut dijelaskan bahwa dalam transaksi 
hendaknya penjual dan pembeli jangan memakan harta sesama dengan 
jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang dilakukan dengan saling 
suka atau dengan kerelaan agar mendapatkan ridho dari Allah. 
Rasulullah SAW, bersabda : 
ِقيُّ قَالَ َحدَّ ثَ َنا اْلَعبَّاُس ْبُن الْ  ثَ َنا َولِيِد الد  َمشّْ : َحدَّ ثَ َنا َمْرَواُن ْبُن ُُمَمٍَّد قَاَل: َحدَّ
َسِعيٍد  ْعُت أَبَاَعْبُد اْلَعزِْيِز ْبُن ُُمَمٍَّد، َعْن َداُوَد ْبُن َصاِلٍح اْلَمَدِن ، َعْن أَبِيِو، قَاَل: سَِ 
َا اْلبَ ْيُع َعْن ََ رَاضٍ   :ولُ اْْلُْدرِيَّ، يَ قُ  17.قَاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم:  ِإَّنَّ  
Artinya : “Diceritakan kepada kami dari Abbas ibn al-Walid ad-
Dimasyqi berkata : bahwasanya ia diberitahu oleh Marwan bin 
Muhammad, lalu Marwan bin Muhammad berkata bahwa : ia 
mendengarkan cerita daripada Abdul Aziz bin Muhammad Daud bin 
Sholeh al-Madani, dari ayahnya berkata : Saya mendengar Sa‟id al-Khudri 
berkata : bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : “Sesungguhnya jual beli 
itu hanya sah dengan saling merelakan.” (HR. Ibnu Majah).  
Untuk itu oleh kelompok masyarakat yang hidup dalam suatu 
negara diperlukan aturan-aturan secara tertulis yang disebut hukum baik 
hukum Islam (ekonomi syari‟ah) maupun hukum positif. Hukum ekonomi 
syari‟ah atau bisa disebut muamalah merupakan suatu hukum yang 
mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam 
memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu contoh aktivitas yang paling 
erat dengan manusia adalah jual beli, sedangkan hukum positif atau biasa 
dikenal dengan ius constitutum yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi 
suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu yang mana sebab 
atau causa dari suatu perjanjiannya adalah isi perjanjian itu sendiri seperti 
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halnya dalam perjanjian jual beli. Meski demikian, tidak semua perilaku 
masyarakat atau hubungan antara satu dengan yang lainnya juga masih 
perlu diatur oleh hukum yang tidak tertulis yang disebut : etika, adat 
istiadat, tradisi, kepercayaan dan sebagainya,
18
 dan yang menjadi 
permasalahan penulis sekarang ialah bagaimana hukum Islam dan hukum 
positif memberikan tanggapan terkait dengan jual beli produk kosmetik 
yang telah dijelaskan di atas.  
Melihat produk yang dijualkan tersebut merupakan produk yang 
tidak memberikan kejelasan tentang tata cara pemakaian dan ini 
merupakan salah satu hal yang penting serta harus tertera dikemasan 
produk. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 
mengkaji diperbolehkan jual beli kosmetik tanpa aturan pemakaian 
tersebut menurut hukum Islam dan hukum positif di Toko Make Up Mini 
Bandar Lampung. 
D. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dari 
pengumpulan data, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami 
masalah masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian 
ini suatu informasi di lapangan dapat dipilah-pilah sesuai konteks 
permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus 
penelitian pada skripsi ini adalah akad jual beli produk kosmetik tanpa 
aturan pemakaian menurut hukum Islam dan hukum positif. 
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E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari uraian latar belakang dan fokus penelitian di atas, 
maka dapat dirumuskan masalahnya :  
1. Bagaimana praktik akad jual beli kosmetik yang terjadi di Toko Make 
Up Mini Bandar Lampung ? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik 
akad jual beli produk kosmetik tanpa aturan pemakaian yang terjadi di 
Toko Make Up Mini Bandar Lampung?  
F. Tujuan Penelitian  
 Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dalam melakukan 
penelitian ini memiliki tujuan, yakni : 
1. Untuk mengetahui praktik akad jual beli kosmetik yang terjadi di Toko 
Make Up Mini Bandar Lampung. 
2. Untuk mengungkap lebih jauh menurut hukum Islam dan hukum 
positif mengenai praktik akad jual beli produk kosmetik tanpa aturan 
pemakaian yang terjadi di Toko Make Up Mini Bandar Lampung. 
G. Signifikasi Penelitian   
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat :  
a. Secara teoritis, penelitian ini adalah sebagai ilmu pengetahuan untuk 
mengembangkan kajian hukum Islam dan hukum positif guna 
memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai akad jual beli 
produk tanpa aturan pemakaian. Selain itu diharapkan dapat 





pengkajian penelitian ini akan terus berlangsung sehingga memperoleh 
hasil yang maksimal.  
b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat 
memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas 
Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung. 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan 
secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan 
menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan 
pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu. Dalam hal ini, penulis 
memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang akad jual beli 
produk kosmetik tanpa aturan pemakaian menurut hukum Islam dan 
hukum positif. 
1. Jenis Penelitian 
Jenis Penelitian yang akan dilakukan yakni termasuk jenis 
penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang 
bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. 
Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini di lingkungan 
kehidupan. Pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan  metode 
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Hal ini akan langsung mengamati praktik jual beli produk kosmetik 
tanpa aturan pemakaian di Toko Make Up Mini Bandar Lampung. 
Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian 
kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilaksanakan 
dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, 
catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu, 
sebagai pendukung dalam penelitian ini. 
2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis yaitu suatu metode 
dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, 
gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-
fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan di antara unsur-unsur yang 
ada dan fenorna tertentu.
20
 
Analisis yaitu suatu proses mengatur urutan data, 
mengorganisasikannya kesuatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar 




Menurut penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam 
penelitian ini akan di deskripsikan tentang bagaimana praktik dari 
kegiatan jual beli produk kosmetik tanpa aturan pemakaian. Serta 
kemudian membandingkan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat objek 
yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu untuk 
                                                             
20
 Kaclan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58. 
21





membandingkan antar dua kelompok atau lebih dari suatu variabel 
tertentu. 
3. Data dan Sumber Data  
Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari 
pelaksanaan jual beli produk kosmetik tanpa aturan pemakaian. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah data lapangan. Sedangkan 
jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder.  
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan 
terhadap bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. 
Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
meliputi : 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 
sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, 
pendapat dan lain-lain). Adapun yang menjadi sumber data primer 
dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari 
tempat penelitian (Toko Make Up Mini Bandar Lampung) yaitu 
seperti : karyawan toko, pembeli, serta penjual. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa 





membaca buku-buku, majalah, makalah dan sumber-sumber lain 
yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.
22
  
4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang 
mempunyai karakteristik yang sama. Adapun populasi dalam 
penelitian ini adalah pengelola kosmetik Toko Make Up Mini 
Bandar Lampung yang terdiri dari 1 orang founder dan 1 orang co-
founder, karyawan yang bekerja sebanyak 4 orang serta pembeli 
yang membeli produk kosmetik di Toko Make Up Mini Bandar 
Lampung yang berjumlah 16 orang. Jadi populasi dalam penelitian 
ini berjumlah 22 orang.  
b. Sampel 
Sampel adalah contoh yang mewakili dari populasi dan 
cermin dari keseluruhan objek yang diteliti. Berdasarkan buku Dr. 
Suharsimi Arikunto yang menyebutkan apabila subjeknya kurang 
dari 100, lebih baik diambil semua, jika objeknya lebih besar dapat 
diambil antara 10-15% atau 20-25%. Oleh karena itu, berdasarkan 
penentuan jumlah sampel yang telah dijelaskan dan karena 
populasi dari penelitian ini kurang dari 100, maka populasi diambil 
semua. 
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5. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling 
strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 
mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, 
maka peneliti tidak akan mendapatkan data  yang memenuhi standar 
data yang ditetapkan. Untuk itu digunakan beberapa metode, yaitu:  
a. Observasi 
Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan 
melakukan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala dan 
fenomena yang ada pada objek penelitian. Dari penelitian 
diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah 
sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian 
mengadakan penilaian dalam suatu skala bertingkat.
23
 
Pengumpulan data yang dilakukan yakni dengan observasi 
langsung atau dengan pengamatan langsung yaitu dengan cara 
pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada 
pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi 
yang dilakukan yaitu dengan mengamati praktik jual beli produk 
kosmetik tanpa aturan pemakaian yang sedang marak terjadi. 
b. Interview 
Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau 
kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 
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pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari 
terwawancara.
24
 Wawancara ini dilakukan guna menggali 
informasi secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait yakni : 
pemilik dan karyawan Toko Make Up Mini Bandar Lampung serta 
konsumen yang terlibat dalam kegiatan jual beli produk kosmetik 
tersebut.  
c. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 
variable berupa foto, catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 
agenda dan sebagainya.
25
 Menganalisis data sesuai dengan praktik 
jual beli yang terjadi di kalangan masyarakat. 
6. Metode Pengolahan Data 
Apabila semua data telah terkumpul, tahap selanjutnya adalah 
mengelolah data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai 
berikut : 
a. Editing (Pemeriksaan data) 
Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi apakah data yang 
terkumpulkan sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah relevan 
dengan data penelitian di lapangan maupun dari studi literatur yang 
berhubungan dengan objek penelitian.  
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Melakukan pengecekkan terhadap data atau bahan-bahan 
yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai 
dengan klasifikasi data yang diperoleh.
26
 
7. Metode Analisa Data 
Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah mengambil 
kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisa data yang 
digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, 
yaitu tentang akad jual beli produk kosmetik tanpa aturan pemakaian 
di Toko Make Up Mini Bandar Lampung menurut hukum Islam dan 
hukum positif. Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji 
menggunakan analisis secara kualitatif komparatif berupa suatu 
prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran 
penjelasan secara logis dan sistematis dengan membandingkan 
keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sempel yang 
berbeda. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban 
dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan 
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A. Akad Jual Beli Menurut Hukum Islam 
1. Pengertian Akad Jual Beli 
Akad jual beli berasal dari dua kata yakni akad dan jual beli. Lafal 
akad, berasal dari lafal Arab al-‘aqd yang berarti perikatan, perjanjian, 
dan permufakatan al-ittifaq.
27
 Secara harfiah berarti ikatan, yakni 
mengadakan ikatan persetujuan atau ikatan untuk memberi dan 
menerima bersasama-sama dalam satu waktu.
28
 Sedangkan menurut 
etimologi atau bahasa, akad mempunyai beberapa arti antara lain: 
mengikat, sambungan, dan janji.
29
 Adapula yang mendefinisikan akad 
sebagai ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua 
belah pihak.
30
 Akad juga dapat diartikan untuk menggabungkan antara 
ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah al-hillu 




Pengertian menurut bahasa tersebut kemudian para fuqaha 
membuat pengertian menurut istilah yang tidak jauh dari pengertian 
tersebut. Pengertian akad yang beredar di kalangan fuqaha ada dua : 
arti umum dan arti khusus. Pengertian umum yang dekat dengan 
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pengertian bahasa berkembang di kalangan fuqaha Malikiyah, 
Syafi‟iyah, dan Hanabilah, yaitu :  
“Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk 
dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, 
pembebasan, talak dan sumpah , maupun yang memerlukan kepada 
dua kehendak di dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa 
menyewa, pemberian kuasa, dan gadai”.
32
 
Definisi yang dikemukakan oleh fuqaha Malikiyah, Syafi‟iyah, dan 
Hanabilah ini dapat dipahami bahwa akad itu bisa mencakup iltizam 
(kewajiban) dan tasharruf syar‟i secara mutlak, baik iltizam tersebut 
timbul dari satu orang atau dua orang.  
Pendapat kedua mengartikan akad dalam arti khusus, dikemukakan 
oleh fuqaha Hanabilah. Mereka mengatakan : 
“Akad adalah pertalian antara ijab dengan kabul menurut ketentuan 
syara‟ yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan 
redaksi yang lain: keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang 
melakukan akad dengan yang lainya menurut syara‟ pada segi yang 
tampak pengaruhnya pada objek”. 
Definisi ini sejalan dengan yang dikemukakan dalam Majallah Al-
Ahkam Al-Adliyah atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam, 
Pasal 103 yang berbunyi: Al-Aqdu adalah perikatan di antara dua pihak 
dan berjanji untuk melaksanakannya, dan akad itu gabungan antara 
ijab dan kabul. 
Definisi yang dikemukakan oleh kelompok kedua ini jelas bahwa 
akad itu adalah ikatan yang terjadi antara dua pihak, yang satu 
menyatakan ijab dan yang kedua menyatakan kabul, yang kemudian 
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menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan 
kewajiban antara dua pihak tersebut. 
Pengertian akad yang dikemukakan oleh kelompok kedua mirip 
dengan pengertian yang dikemukan oleh ahli hukum positif. Menurut 
hukum positif, seperti yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili akad itu 
adalah Akad adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan 
akibat-akibat hukum, baik berupa menimbulkan kewajiban, 
memindahkannya, mengalihkan, maupun menghentikannya.
33
  
Menurut penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam istilah 
fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang 
untuk melaksanakan baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, 
talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual 
beli, sewa, wakalah dan gadai.
34
 
Jual beli secara etimologi berarti al-mubadalah (saling tukar 
menukar atau barter).
35
 Jual beli merupakan pertukaran sesuatu 
dengan sesuatu (yang lain).
36
 Jual beli yang berarti menjual, 
mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).
37
 Lafal 
al-bai’ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian 
lawannya, yakni kata asy-syira’ (beli).
38
 Kata lain dari jual beli (al-
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bai’) adalah al-Tijarah yang berarti perdagangan.
39
 Jual beli 
merupakan istilah yang digunakan untuk menyambut dari dua sisi 
transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Dan dapat 
diartikan sebagai perbuatan sehari-hari yang terjadi antara pihak yang 
menjual benda tertentu untuk sekadar memperoleh sejumlah uang dan 
pihak yang membeli untuk sekadar memenuhi kebutuhan sehari-
hari.
40




Secara terminologi jual beli sebagai berikut: Menukar barang 
dengan barang atau barang dengan uang jalan melepaskan hak milik 
dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
42
 Jual beli 
dalam istilah fiqh juga disebut dengan al-bai’ yang berarti menjual 
mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.
43
 
Menurut Hanafiyah pengertian jual beli yaitu tukar menukar 
sesuatu yang diingini dengan yang sepadan malalui cara tertentu yang 
bermanfaat.
44
 Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks 
harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia 
untuk menggunakan  dimaksud dengan cara tertentu adalah ucapan 
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atau ungkapan (sighat ijab qabul).
45
 Sedangkan menurut Malikiyah, 
Syafi‟iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (al-bai’) yaitu tukar 
menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan 
kepemilikan.
46
 Menukar barang dengan barang atau barang dengan 
uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar merelakan.
47
 
Jual beli menurut syariat agama yaitu kesepakatan tukar menukar 
benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli dibenarkan dalam Al-
Qur‟an yang berbunyi Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba.
48
 Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah, bai’ merupakan jual beli antara benda dengan 
benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.
49
 
Jual beli di dalam masyarakat saat ini merupakan rutinitas harian 
yang biasa dilakukan antara dua pihak atau lebih. Bahkan hal tersebut 
telah diatur dalam Al-Qur‟an dan hadits. Namun jual beli yang sesuai 
menurut syariat belum tentu masyarakat muslim melakukannya, atau 
mungkin tidak ada yang mengetahui sama sekali tentang ketentuan-
ketentuan dalam praktik jual beli.
50
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Sama halnya dengan perdagangan yang termasuk dalam bagian 
sistem bermuamalah. Asal mula perdagangan merupakan suatu 
pekerjaan yang dibolehkan untuk dilaksanakan demi mencari rizki 
yang telah Tuhan berikan kepada manusia, namun untuk mendapatkan 
rizki tersebut harus didukung oleh usaha yang serius dan pengetahuan 
yang baik, agar rizki yang dinikmati menjadi suatu yang baik.
51
 
Berdasarkan definisi akad secara etimologi dan terminologi, dan 
jual beli secara etimologi dan terminologi tersebut di atas, maka dapat 
diambil suatu definisi bahwa yang dimaksud dengan akad jual beli 
adalah akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama 
menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik 
berupa uang maupun barang. Objek dari jual beli bukan hanya barang 
(benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku 
selamanya, bukan untuk sementara. 
2. Dasar Hukum Akad Jual Beli  
Jual beli sebagai sebagian dari muamalah mempunyai dasar hukum 
yang jelas, baik dari Al-Qur‟an, As-Sunnah maupun Ijma‟ ulama dan 
kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, 
akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk 
saling tolong menolong sesama manusia.
52
 
Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur‟an, Al-
Hadits, Ijma‟ ulama dan kaidah fiqih adalah sebagai berikut : 
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1) QS. An-Nisa‟ (4) : 29, Allah berfirman : 
َنُكْم  ِتَارَة   بِاْلَبِطِل ِإَّلَّ َأْن ََُكْونَ يَأَي َُّها الَِّذيَن ءَاَمنُ ْوا َل ََْأ ُكُلْوا أَْمَوَلُكْم بَ ي ْ
 .ِإنَّ اهلَل َكاَن ِبُكْم َرِحيم ا َوَل ََ ْقتُ ُلْوا أَنْ ُفَسُكْم    َعْن ََ رَاٍض م ْنُكمْ 
(QS. An-Nisa‟ (4) : 29) 
 
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di 
antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 
Ayat ini melarang dengan tegas orang yang memakan harta 
orang lain atau harta sendiri dengan jalan yang batil yang artinya 
tidak ada haknya. Memakan harta orang lain maupun harta sendiri 
dengan jalan yang batil ialah membelanjakan hartanya pada jalan 
yang maksiat. Dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di 
antaranya : melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan 
dengan syara‟, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba 
(bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi) atupun 
transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya resiko dalam 




2) Firman Allah : 
                                                             
53
 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 





 َوَأَحلَّ اهللُ اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الر َبوا    (QS. Al-Baqarah (2) : 275) 
Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan dan 
mengharamkan riba.” 
 
Ayat ini menjelaskan pada kehalalan jual beli dan keharaman 
riba, dalam transaksi jual beli yang mana harus disadari atas dasar 
suka sama suka tanpa adanya paksaan atu tekanan, dan Allah 
mengharamkan riba apabaila terjadi penambahan dengan cara yang 
memaksa. Karena setiap tambahan dari modal yang disyaratkan 
atau ditentukan diawal, semata dikarenakan adanya unsur tenggang 
waktu adalah riba.
54
 Untuk itu dalam ayat ini, Allah mempertegas 
legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan 
melarang konsep ribawi. 
َا اْلبَ ْيُع َعْن ََ رَا ضٍ  55ِإَّنَّ  
“Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar suka sama suka”. 
 
b. Sunnah  
Banyak terdapat sunnah (hadits) Nabi Saw di antaranya : 
1) Hadits dari Rifa‟i Ibn Rafi‟, beliau pernah ditanya oleh 
seseorang : “apakah usaha yang paling baik” maka beliau 
menjawab :  
  َعْن رِفَا َعة ْبَن رَاِفٍع َرِضَي اهللُ َعْنُو اَنَّ النَِّبَّ َصّلى اهللُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ 
َمب ُْرْور ُكلُّ بَ ْيعٍ ،ُسِئَل : َايُّ اَكاَسْب اَْطَيُب ؟ َقاَل "َعَمُل الَّرَُّجِل بَِيِدهِ   
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                                       56وصححو احلاكم( ر)رواه البزا
Artinya : “Dari Rifa‟ah bin Rafi‟ ra. bahwasannya Nabi 
SAW. pernah ditanya tentang pekerjaan (profesi) apa yang 
paling baik, beliau menjawab: usaha manusia dengan 
tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (HR. Al 
Bazzar dan dianggap sahih menurut Hakim). 
Pekerjaan yang paling baik bagi seorang muslim adalah 
usaha yang dilakukan dengan tangannya sendiri, kemudian 
adalah jual beli yang dilakukan dengan jujur, tanpa diiringi 
dengan cara curang, tidak ada dusta penyamaran barang yang 
dijual, seperti menyembunyikan aib barang dari penglihatan 
pembeli. Dengan mengutamakan sikap jujur dalam jual beli, 
maka jual beli tersebut akan mendapatkan berkah dari Allah.  
2) Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Rasulullah SAW. 
bersabda : 
َُحّبَِّ  نُ بْ  لُ دَ ا بَ نَ ثَ  دَّ حَ 
ا بَ أَ  تُ عْ : سَِ  الَ ، قَ ةَ دَ اتَ قَ  نْ ، عَ ةُ بَ عْ ا شُ نَ ثَ  دَّ ، حَ امل
 اهللُ  يَ ضِ رَ  امٍ زَ حِ  نِ بْ  يمِ كِ حَ  نْ ، عَ ثِ ا رِ احلَ  نِ بْ  اهللِ  دِ بْ عَ  نْ عَ  ثُ د ، يَُ يلِ لِ اْلَ 
 ا لَْ مَ  ارِ يَ ااْلِ بِ  انِ عَ ي  : "البَ  الَ َوَسلََّم، قَ  وِ يْ لَ عَ  ى اهللُ لَ صَ  ِب  النَّ  نِ َعْنُو، عَ 
ا، مَ هِ عِ يْ  بَ ا ِف مَ لَُ  كَ ورِ ا بُ نَ يَّ بَ ا وَ قَ دَ صَ  نْ إِ فَ  –ا قَ رَّ فَ تَ  يَ ّتَّ : حَ  الَ قَ  وْ أَ  -ا، قَ رَّ فَ تَ يَ 
57)رواه البخاري( ا"مَ هِ عِ يْ بَ  تُ كَ َربَ  تْ قَ ا ُمُِ بَ ذَ كَ َو  امَ تَ كَ   نْ إِ وَ   
Artinya : “Diceritakan kepada kami dari Badal bin 
Muhabbar, diceritakan kepada kami dari Syu‟bah, dari 
Qatadah, berkata : saya mendengar abi Kholil, diceritakan dari 
Abdillah bin Haris, dari Hakim bin Hizam R.A, dari Nabi 
SAW. bahwasanya beliau bersabda : dua orang yang berjual-
beli menggunakan hak memilih selama belum berpisah. Jika 
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keduanya jujur dan memberi keterangan (benar), niscaya 
keduanya diberi berkah dalam jual-belinya itu. Dan jika 
keduanya menyembunyikan (keadaan sebenarnya) dan 
berdusta, niscaya berkah keduanya itu dibinasakan”. (HR. 
Bukhari). 
Pedagang dan pembeli masih memiliki hak untuk memilih 
(khiyar) sebelum mereka berpisah, serta tidak membohongi 
(menutupi aib) dalam jual beli tersebut, karena kejujuran dalam 
jual beli menjadi sebab mendapatkan keberkahan dalam jual 
beli itu sendiri, sedangkan dusta adalah penyebab dicabutnya 
keberkahan. 
c. Ijma‟ Ulama 
Ijma‟ merupakan kesepakatan beberapa ahli istihsan atau 
sejumlah mujtahid umat Islam setelah masa Rasulullah SAW. 
tentang hukum atau ketentuan beberapa masalah yang berkaitan 
dengan syari‟at atau suatu hal.
58
 
Menurut pendapat ulama-ulama jumhur, ijma‟  menempati 
tempat ketiga sebagai sumber hukum syari‟at Islam, yaitu suatu 
permufakatan atau kesatuan pendapat para ahli muslim yang 
mujtahid dalam segala zaman mengenai sesuatu ketentuan hukum 
syari‟at. 
Ulama telah sepakat atas kebolehan akad jual beli. Dengan 
disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk 
merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada 
dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan 
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 Namun demikian, bantuan atau barang milik orang 
lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya 




Kandungan ayat-ayat hadits yang telah dikemukakan di atas 
sebagai dasar jual beli para ulama fiqih mengambil suatu 
kesimpulan bahwa jual beli hukumnya mubah (boleh). Namun 
menurut Imam Asy Syatibi (ahli fiqih Mazhab Imam Maliki), 
hukum bisa berubah menjadi wajib dalam situasi yang tertentu.
61
 
Selain itu dalam kontek Indonesia juga ada legitimasi dari 
Kompilasi Hukum Islam Syariah (KHES) pasal 56-115.
62
 
Seiring perkembangan masyarakat dan perkembangan 
teknologi yang sangatlah pesat, maka perubahan hukum muamalah 
atau jual beli di sini mengikuti perkembangan zaman, pada 
dasarnya dalam hukum jual beli di sini perkembangan hukum itu 
sangatlah dinamis, yakni mengikuti perubahan sesuai dengan 
zaman dan kondisi masyarakat. 
3. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli 
Menurut syari‟ah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah 
atau tidaknya suatu transaksi. Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun 
dan syarat merupakan hal yang sangat penting, sebab tanpa syarat dan 
                                                             
59
 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah..., h. 73. 
60
 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam..., h.18. 
61
 M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamah..., h. 117. 
62





rukun maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Ini yang 
ditunjukkan oleh saling tukar menukar atau berupa saling memberi 
(muathah).
63
 Oleh karena itu Islam mengatur hukumnya tentang syarat 
dan rukun jual beli itu, antara lain : 
a. Rukun Jual Beli 
Secara definisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan 
bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang 
menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau 
tidak adanya sesuatu itu.
64
 Rukun adalah sesuatu yang merupakan 
unsur pokok pada sesuatu dan tidak terwujud jika ia tidak ada. 
Misalnya, penjual dan pembeli merupakan unsur yang harus ada 
dalam jual beli jika penjual dan pembeli tidak ada atau hanya salah 
satu pihak yang ada, jual beli tidak mungkin terwujud.
65
 
Suatu pekerjaan yang apabila tidak dipenuhi rukun dan 
syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan 
ketentuan syara‟.
66
 Dalam pekerjaan (jual beli) juga ada rukun dan 
syaratnya yang harus dipenuhi agar jual beli dinyatakan sah atau 
tidak berdasarkan syara‟. Rukun dalam jual beli antara lain: 
67
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1) “Aqid atau dua pihak yang berakal, dalam hal ini penjual dan 
pembeli. Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, 
atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. 
Penjual haruslah cukup dalam melakukan transaksi jual beli 
(mukalaf). Sedangkan pembeli, yaitu orang yang cakap yang 
dapat membelanjakan hartanya (uangnya). 
2) Ma’qud ‘Alaih atau objek akad adalah sesuatu yang dijadikan 
akad yang terdiri dari harga dan barang yang diperjualbelikan”. 
3) “Sighat atau lafadz akad (ijab kabul) yaitu persetujuan antara 
pihak penjual dan pembeli untuk melakuka transaksi jual beli, 
di mana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual 
menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi 
menyerahkan barang lisan maupun tulisan. Pengertian ijab 
kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu 
dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam 
membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan 
yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan 
akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim 
uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah 
tersebut dari kantor pos”.
68
 
Para ulama menerangkan bahwa rukun jual beli ada tiga, 
yaitu : 
                                                             





a) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli. 
b) Objek transaksi, yaitu harga dan barang. 
c) Akad transaksi yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh 
kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang 
melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata 
maupun perbuatan. 





Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli atas 
penjual dan pembeli dan pihak lainnya yang terlibat dalam 
perjanjian tersebut. 
b) Objek 
Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda 
yang tak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak. 
Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan dan 
mempunyai nilai jual, barang yang diperjualbelikan juga 
harus halal dan merupakan milik sendiri, tidak barang 
curian. 
c) Kesepakatan 
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Kesepakatan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. 
Akad atau kesepakatan dibagi dua, yakni: akad dengan kata-
kata dan akad dengan perbuatan”. 
b. Syarat Jual Beli 
Syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok 
tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya. Jika ia tidak ada, 
maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah jual beli tersebut. Jika 




Suatu jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi 
sah dan tidaknya akad tersebut. Di antaranya adalah syarat yang 
diperuntukkan bagi dua orang yang melaksanakan akad dan syarat 
yang diperuntukkan untuk barang yang akan dibeli. Jika salah satu 
darinya tidak ada maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah. 
Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad jual beli 
adalah sebagai berikut :  
1) Syarat terkait dengan subjek akad (Aqid) 
Aqid atau orang yang melakukan perikatan yaitu penjual 
(pedagang) dan pembeli, transaksi jual beli tidak mungkin 
terlaksana tanpa kedua belah pihak tersebut. Ulama fiqih 
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sepakat bahwa orang yang melakukan jual beli harus 
memenuhi syarat sebagai berikut :
71
 
a) “Aqil (berakal), hendaknya dilakukan oleh orang yang 
berakal atau tidak hilang kesadarannya, karena hanya orang 
yang sadar dan sehat akalnya yang sanggup melangsungkan 
transaksi jual beli secara sempurna, ia mampu berfikir logis. 
Oleh karena itu, anak kecil yang belum tahu apa-apa dan 
orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli 
tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan akan 
menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk 
seperti penipuan dan sebagainya. 
b) Kehendak sendiri, hendaknya transaksi ini didasarkan pada 
prinsip-prinsip adil (rela sama rela) yang di dalamnya 
tersirat makna muhtar, yakni bebas melakukan transaksi 
jual beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan, jual beli 
yang dilakukan bukan atas dasar hendaknya sendiri adalah 
tidak sah”. 
c) Tidak pemboros (tidak mubazir), tidak pemboros di sini 
adalah para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian 
jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir), 
sebab orang yang boros di dalam hukum Islam 
dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertinda, 
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maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri suatu 
perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu 
menyangkut kepentingannya sendiri.   
d) Baligh, menurut hukum Islam (fiqh), dikatakan baligh 
(dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi laki-laki dan 
telah datang (haid) bagi anak perempua, oleh karena itu 
transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak 
sah dengan demikian bagi anak-anak yang sudah dapat 
membedakan mana yang baik dan yang buruk, akan tetapi 
ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum 
bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa 
anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan 




2) Syarat yang terkait objek akad (Ma’qud ‘Alaih) 
Objek atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi 
jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai 
berikut :  
a) “Suci atau bersih barangnya 
Artinya objek atau barang yang diperjualbelikan bukanlah 
barang yang dikategorikan barang yang najis atau barang 
yang diharamkan oleh syara‟. Barang yang diharamkan 
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seperti minuman keras, dan kulit binatang yang belum 
disamak (menyucikan kulit hewan). 
b) Dapat dimanfaatkan 
Artinya objek atau barang yang diperjualbelikan hendaklah 
barang yang bermanfaat yang dapat dimanfaatkan oleh 
orang yang membelinya. Tidak dibenarkan apabila dalam 
transaksi jual beli tersebut, barang yang diperjualbelikan 
berupa minuman keras atau burung yang tidak dapat 
dimakan dagingnya dan sejenisnya, karena semua itu tidak 
dapat dijadikan objek akad. 
c) Milik orang yang melakukan akad 
Maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan transaksi 
jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang 
tersebut atau orang yang telah mendapatkan izin dari 
pemilik sahnya barang tersebut. Dengan demikian, jual beli 
barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak 
berdasarkan kuasa si pemilik sah, dipandang sebagai jual 
beli yang batal. 
d) Dapat diserahkan 
Maksudnya adalah bawaan barang yang ditransaksikan 
dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hak iyu 





adalah objek jual beli harus dapat dihitung pada waktu 
penyerahan secara syara‟ dan rasa. 
e) Barang yang diketahui barangnya  
Maksudnya adalah barang yang diketahui oleh penjual dan 
pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat, aturan 
pakai, dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi 
keadaan barang dan jumlah barangnya tidak diketahui, 
maka perjanjian tersebut tidak sah karena perjanjian 
tersebut mengandung unsur penipuan (gharar). Oleh 
karenanya, penjual harus menerangkan barang yang hendak 
diperjualbelikan. 
f) Barang yang ditransaksikan ada ditangan 
Maksudnya adalah bahwa objek akad harus telah ada pada 
waktu akad diadakan, penjualan atas barang yang tidak 
berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang, karena 
ada kemungkinan kualitas barang sudah rusak atau tidak 
dapat diserahkan sebagaimana perjanjian”.
73
 
3) Syarat yang terkait dengan shigat 
Shigat dalam jual beli merupakan suatu yang sangat penting 
dalam jual beli,  sebab tanpa adanya shigat (ijab dan kabul) 
maka jual beli tidak sah. Dalam ijab kabul terdapat beberapa 
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syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqih menuliskannya sebagai 
berikut: 
a) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, 
misalnya: “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai 
hadiah atau pemberian”. 
b) Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. 
c) Adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara 
kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan 
pembatalan dari keduanya.  
d) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak 
yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena 
diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam 
tijarah (jual beli) harus saling merelakan.  
Para ulama fiqih menerangkan beberapa cara yang di 
tempuh dalam akad, yaitu:
74
 
a) Dengan cara tulisan atau kitabah, misalnya dua aqid 
berjauhan tempatnya maka ijab kabul boleh dengan kitabah 
atau tulisan. Atas dasar inilah para ulama membuat kaidah, 
berdasarkan kaidah fikiyah, yaitu :  
75ابِ طَ اْلِ كَ   ةُ ابَ تَ كِ لْ اَ    
“Tulisan sama kekuatan hukumnya dengan ucapan”. 
                                                             
74 Hasby Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah (Jakarta : Bulan Bintang, 1997), h. 
30. 
75
 Ali Haidar, Durar al-Hukkam Syarah Majalah al-Hakam Jilid 1-3, Pasal 96 (Beirut: 





b) Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab kabul tidak 
dapat dilaksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya 
pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis. 
Dengan demikian, kabul atau akad dilakukan dengan 
isyarat. Berdasarkan kaidah sebagai berikut: “Isyarat bagi 
orang bisu sama dengan ucapan lidah”. 
c) Lisan al-hal. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang 
meniggalkan barang-barang dihadapan orang lain, 
kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-
barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada 
akad (titipan). 
Ijab kabul akan dinyatakan batal apabila : 
a) Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat kabul 
dari si pembeli. 
b) Adanya penolakan ijab kabul dari si pembeli. 
c) Berakhirnya majelis akad. Jika kedua pihak belum ada 
kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majelis akad. 
Ijab dan kabul dianggap batal.  
d) Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya 
sebelum terjadi kesepakatan.  







4. Macam-macam Akad Jual Beli  
Menurut Imam Taqiyuddin, jual beli dibagi menjadi tiga yaitu : 
jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya 
dalam janji dan jual beli benda yang tidak ada. Para ulama membagi 
jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga yaitu :
76
 
a. Jual beli shahih 
Jual beli dikatakan shahih apabila jual beli itu disyariatkan, 
memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Namun jual beli yang 
sah dapat juga dilarang dalam syariat bila melanggar ketentuan 
pokok seperti : menyakiti si penjual atau pembeli, menyempitkan 
gerakan pasar, merusak ketentraman umum.
77
 




1) “Akad nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang 
dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan 
tidak ada penghalang untuk melaksanakannya. 
2) Akad mauquf, adalah akad yang dilakukan seseorang yang 
cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan 
untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad 
yang dilangsungkan oleh anak kecil yang mumayyiz. 
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Dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang shahih 
itu, para ulama fiqih membaginya kepada dua macam, yaitu:  
1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, 
sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu 
tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa 
menyewa.  
2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang 
berakad, seperti akad al-wakalah (perwakilan), al-ariyah 
(pinjam meminjam), dan al-wadi’ah (barang titipan)”.  
b. Jual beli batal 
Jual beli menjadi tidak sah (batal) apabila salah satu atau 
seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu dasar dan 
sifatnya tidak sesuai dengan syarat seperti jual beli yang dilakukan 
oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual dilarang 
syariat. Adapun yang termasuk jual beli batal, yaitu : 
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1) “Jual beli sesuatu yang tidak ada (bai’ al-ma’dum).  
Termasuk jual beli ini misalnya adalah memperjualbelikan 
buah-buah yang baru berkembang (mungkin jadi buah atau 
tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam perut. 
2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan pada pembeli 
(bai’ ma’juzi at taslim).  
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Termasuk jual beli ini misalnya adalah menjual barang yang 
hilang atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya. 
Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqih (Hanafiyah, 
Malikiyah, Syafi‟iyah dan Hanabilah). 
3) Jual beli yang mengandung unsur tipuan.  
Termasuk jual beli seperti ini adalah menjual barang yang 
kelihatannya baik tetapi dibaliknya terlihat tidak baik. 
4) Jual beli benda najis.  
Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya jual beli bangkai, khamr 
dan babi adalah batal atau tidak sah. Namun mengenai benda-
benda najis yang tidak disebutkan tadi (bangkai, khamr dan 
berhala) para fuqaha berbeda pendapat. Menurut mazhab 
Hanafiyah dan Dhahiriyah, benda najis yang bermanfaat 
sepanjang tidak untuk dimakan sah diperjualbelikan seperti 
kotoran. Sementara jumhur ulama berpendapat bahwa setiap 
benda yang najis tidak boleh diperjualbelikan. Ini dikarenakan 
jumhur ulama memegang prinsip kesucian benda.  
5) Jual beli al-Urbun. 
Yaitu menjual suatu barang dengan lebih dulu membayar 
panjar kepada pihak penjual (sebelum benda diterima). Dengan 
ketentuan ini jika jual beli jadi dilaksanakan, uang panjar itu 
dihitung sebagai dari harga, dan jika pihak pembeli 





penjual. Jumhur ulama berpendapat jual beli dengan panjar 
seperti ini tidak sah, berdasarkan hadits Rasulullah Saw. dalam 
jual beli ini juga terdapat unsur gharar (ketidakpastian) dan 
berbahaya, serta masuk kategori memakan harta orang lain 
tanpa pengganti. Sementara ulama Hambali dan sebagian 
ulama Hanafi membolehkan dengan syarat adanya batas waktu 
tunggu unrtuk melangsungkan atau tidak melanjutkan jual beli 
tersebut. 
6) Memperjualbelikan hak bersama umat manusia (kepemilikan 
kolektif) dan tidak boleh diperjualbelikan. Misalnya, air 
sungai, air danau, air laut dan yang tidak boleh dimiliki 
seseorang. 
c. Jual beli fasid. 
Ulama Hanafi membedakan jual beli fasid dengan jual beli 
batal. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang 
yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli 
menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli 
dinamakan fasid. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara 
kedua jenis jual beli tersebut. 
Fasid menurut jumhur ulama merupakan sinonim dari batal 
yaitu tidak cukup dan syarat suatu perbuatan. Hal ini berlaku pada 
bidang ibadah dan muamalah. Sedangkan ulama mazhab Hanafi 





dalam ibadah sama pendirian mereka dengan ulama-ulama lainnya 
(jumhur ulama). Sedangkan dalam bidang muamalah, fasid 
diartikan sebagai tidak cukup syarat pada perbuatan. Menurut 
mazhab Syafi‟i, fasid berarti tidak dianggap atau diperhitungkan 
suatu perbuatan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari ada 
kekurangan (cacat) padanya. 
Sesuatu yang telah dinyatakan fasid berarti sesuatu yang tidak 
sesuai dengan tuntutan atau maksud syara‟. Fasid dengan 
pengertian ini, sama dengan batal menurut mazhab Syafi‟i. Akad 
yang fasid tidak membawa akibat apapun bagi kedua belah pihak 
yang berakad. Menurut Imam Hanafi muamalah yang fasid pada 
hakikatnya atau esensinya tetap dianggap sah, sedangkan yang 
rusak atau tidak sah adalah  sifatnya”.
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Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan 
yang mengandung unsur kezaliman, penipuan, eksploitasi atau 
mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, 
babi, patung dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi 
atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga 
diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktik 
itu adalah haram dan kotor.
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a) “Menjual kepada seseorang yang masih menawar penjualan orang 
lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawar orang lain. 
Misalnya, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli 
dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan 
menyakitkan orang lain. 
b) Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi 
sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan 
hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya. 
c) Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat 
dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan 
dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi. 
d) Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di 
luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar 
dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak 
diperbolehkan karena dapat merugikan orang lain yang datang, dan 
mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak 
sampai di pasar. 
e) Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat 
maksiat oleh yang membelinya. Misalnya menjual buah anggur 
kepada orang yang biasa membuat khamr dengan anggur tersebut”. 
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g) Jual beli secara „arbun, yaitu membeli barang dengan membayar 
sejumlah harga lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau 




h) Jual beli secara najasy (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga 
bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata 
untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga 
tersebut. 
i) Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, 
khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, 
juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan 
dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung 
praktik maksiat, merangsang orang melakukannya, sekaligus 
mendekatkan mereka kepadanya. 
j) Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi 
peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak 
transparan atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan 
permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau salah 
satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi Saw. misalnya 
menjual calon anak binatang yang masih dalam kandungan, burung 
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yang berada di udara, atau ikan yang masih di dalam air, dan semua 
jual beli yang masih ada unsur ketidak transparanannya”. 
Setiap orang yang melakukan kontrak mempunyai hak untuk 
memilih (khiyar) yang terbaik di antara dua hal, yaitu meneruskan atau 
membatalkannya. Hikmah disyariatkannya khiyar atau hak pilih ini 
adalah untuk membuktikan dan mempertegaskan adanya kerelaan dari 
pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian untuk menghindari 
perselisihan dan pertengkaran. Oleh sebab itu, syariat hanya 
menetapkan dalam kondisi tertentu, atau salah satu pihak yang terlibat 
menegaskannya sebagai persyaratan.
85
 Hak khiyar ditetepkan syariat 
Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak 
dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan sehingga 
kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan 
sebaik-baiknya. Status khiyar menurut ulama fiqih adalah syariat atau 
dibolehkan karena suatu keperluan mendesak dalam pertimbangan 
kemaslahatan masing-masing pihak melakukan transaksi. 
5. Berakhirnya Akad Jual Beli 




a) “Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut 
tidak mempunyai tenggang waktu.  
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b) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersbeut 
sifatnya tidak mengikat.  
c) Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir 
jika : 
1) Jual beli yang dilakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur 
tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.  
2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.  
3) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara 
sempurna. 
4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia”. 
6. Hikmah Jual Beli 
Syari‟at Islam membicarakan tentang manfaat dan hikmah yang 
besar dalam hubungan antara sesama umat manusia. Apabila 
ketentuan-ketentuan yang mengatur jual beli dipatuhi baik oleh 
pembeli maupun penjual akan dapat menimbulkan dampak positif bagi 
kedua belah pihak, antara lain :
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a) “Masing-masing pihak merasa puas, dengan adanya kesepakatan 
dan kepuasan di antaranya penjual dan pembeli, memiliki suatu 
nilai dan dikemudian hari tidak akan terjadi sesuatu yang tidak 
diinginkan oleh kedua belah pihak. 
b) Penjual dan pembeli yang berlapang dada ketika mengadakan tawar 
menawar akan mendapat rahmat Allah dan dilihat dari berbagai 
                                                             
87






pembahasan, ada teori dari sementara ahli jiwa mengatakan bahwa 
keinginan marah itu harus diperturutkan sebagai penyaluran dari 
suatu dorongan alami yang jika dibandingkan akan merusak jiwa. 
c) Dengan adanya jual beli akan menjauhkan orang dari memakan dan 
memiliki harta dengan cara batil (tidak benar). 
d) Manfaat jual beli untuk nafkah keluarga 
Keuntungan dan laba bisnis dari seseorang muslim dapat 
dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam memenuhi nafkah 
keluarga. Memberi nafkah kepada keluarga dengan ikhlas termasuk 
sedekah. Untuk melaksanakan kewajiban memberi nafkah kepada 
keluarga, sandang dan papan, ialah dengan jalan usaha mencari 
rezeki antara lain melalui jual beli”. 
B. Jual Beli Menurut Hukum Positif 
1. Pengertian Jual Beli 
Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal-balik dalam mana pihak 
yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atau suatu 
barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar 
harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan 
hak milik tersebut.
88
 Barang yang menjadi objek jual beli harus cukup 
tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada 
saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli. 
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Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan cantract of sale. 
Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 
KUH Perdata. Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak 
yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatau kebendaan, 
dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.
89
 
Salim mendefinisikan perjanjian jual beli dalam bukunya yaitu 
sebagai suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. 
Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk 
menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima 
harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak 
menerima objek tersebut. Sehingga unsur-unsur yang tercantum dalam 
definisi tersebut adalah :
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a) “Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli. 
b) Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan 
harga. 
c) Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan 
pembeli”. 
Pengertian jual beli dalam hukum perlindungan konsumen tidak 
dijelaskan secara langsung. Dalam sejarahnya, perlindungan 
konsumen pernah secara prinsipal menganut asas the privity of 
contract. Artinya, pelaku usaha hanya dapat dimintakan 
pertanggungjawaban hukumnya sepanjang ada hubungan kontaktual 
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antara dirinya dan konsumen. Oleh karena itu, ada pandangan bahwa 
hukum perlindungan konsumen berkolerasi erat dengan hukum 
perikatan, khususnya perikatan perdata. Sebagaimana dalam hukum 
perlindungan konsumen, terdapat aspek hukum yang mengaturnya 
seperti salah satunya yaitu hukum perdata. 
2. Syarat-Syarat Jual Beli 
Sebagaimana yang diuraikan dalam definisinya, dapat diketahui 
bahwa jual beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Syarat-
syarat sahnya suatu perjanjian tercantum pada Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata dalam Pasal 1320, yaitu sebagai berikut :  




a) “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 
b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 
c) Suatu hal tertentu. 
d) Suatu sebab yang halal”. 
Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif, karena 
mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan 
perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat 
objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari 
perbuatan hukum yang dilakukan itu. 
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Terdapat adanya sepakat atau juga dinamakan perizinan, 
dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu 
harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok 
dari perjanjian yang diadakan itu. Orang yang membuat suatu 
perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada asasnya, setiap orang 




Sebagai syarat yang ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus 
mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak 
dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. 
Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus 
ditentukan jenisnya. 
Akhirnya oleh pasal 1320 KUH Perdata tersebut di atas, ditetapkan 
sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu 
sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda oorzaak, bahasa 
Latin causa) ini dimaksudkan tiada lain pada isi perjanjian. Hukum 
pada asasnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan 
seorang atau apa yang dicita-citakan seorang, yang diperhatikan oleh 
hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam 
masyarakat. Jadi, yang dimaksud dengan sebab atau causa dari suatu 
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perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri seperti halnya dalam 
perjanjian jual beli isinya adalah pihak satu menghendaki uang.
93
  
Terdapat konsekuensi dari tidak terpenuhinya satu atau lebih dari 
syarat sahnya perjanjian sebagai berikut :  
a) Batal demi hukum (nietig, null and void). Dalam hal ini, kapanpun 
perjanjian tersebut dianggap tidak pernah sah dan dianggap tidak 
pernah ada, dalam hal ini jika tidak terpenuhi syarat objektif dalam 
pasal 1320 KUH Perdata Indonesia. 
b) Dapat dibatalkan (vernietigerbaar, voidable). Dalam hal ini, 
perjanjian tersebut baru dianggap tidak sah, jika perjanjian tersebut 
dibatalkan oleh yang berkepentingan, dalam hal ini jika tidak 
terpenuhinya syarat subjektif dalam pasal 1320 KUH Perdata 
Indonesia. 
c) Perjanjian tidak dapat dilaksanakan (unenforceable). Dalam hal ini, 
merupakan perjanjian yang tidak dilaksanakan adalah jika 
perjanjian tersebut tidak begitu saja batal, tetapi juga tidak dapat 
dilaksanakan, tetapi perjanjian tersebut masih mempunyai status 
hukum tertentu.  
d) Dikenakan sanksi administratif. Dalam hal ini, ada syarat dalam 
perjanjian, yang apabila syarat tersebut tidak dipenuhi tidak 
mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut, melainkan hanya 
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mengakibatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak terkena 
semacam sanksi administratif. 
3. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Menurut Hukum 
Perdata 
Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 
mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan 
pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Pihak 
yang satu (pihak penjual) menyerahkan atau memindahkan hak 
miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh 
pihak yang lain, membayar harga yang telah disetujuinya.
94
 Sesuatu 
yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli adalah hak milik 
atas barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi. 
Penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia 
mengikatkan dirinya, segala janji yang tidak terang dan dapat 
diberikan berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugian. Ia 




Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga  pembelian, 
pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. 
Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si 
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pembeli harus membayar di tempat dan waktu di mana penyerahan 




1. Sekilas Sejarah Kosmetik 
Kosmetik sangat memainkan peran yang begitu besar dalam 
kemajuan manusia dari sejak peradaban kuno hingga sekarang ke 
peradaban modern. Kosmetik sudah dikenal manusia sejak berabad-
abad yang lalu dan baru abad ke 19 mendapat perhatian khusus, yaitu 
selain untuk kecantikan juga mempunyai fungsi untuk kesehatan. 
Perkembangan ilmu kosmetik serta industrinya baru dimulai secara 
besar-besaran pada abad ke 20 dan kosmetik menjadi salah satu bagian 
dari dunia usaha. Dewasa ini, teknologi kosmetik begitu maju dan 
merupakan paduan antara kosmetik dan obat (pharmacuetical) atau  
dikenal dengan istilah kosmetik medik (cosmeceuticals).
97
 
Manusia mengenal kosmetik berdasarkan naluri alamiahnya yang 
senantiasa ingin selalu tampil cantik, sehingga pada akhirnya manusia 
terus menerus melakukan riset dan penyelidikan untuk bisa 
menemukan cara yang tepat untuk menunjukkan kecantikannya.
98
 Dari 
sebuah data arkeologi di Mesir membuktikan bahwa adanya 
pemakaian ramuan dari berbagai bahan alami untuk mengawetkan 
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jasad yang telah meninggal agar tetap utuh dan sebuah salep aromatic 
digunakan berabad-abad yang lalu, di mana tindakan pembalseman ini 




Bukti lainnya dari penggunaan kosmetik sejak zaman dahulu 
adalah Ratu Cleopatra yang terkenal dengan pesona kecantikannya 
memiliki kebiasaan khusus untuk merawat kulitnya. Cleopatra secara 
rutin berendam dalam bak berisi cairan susu. Rutinitas tersebut 
dimaksudkan untuk menjaga kulit tubuhnya agar tetap mulus, halus 
dan berkilau. Sementara itu di China para selir kaisar memerahi 
bibirnya dengan cara menekan bibir mereka dengan kelopak bunga 
bewarna merah agar bibir mereka tetap terlihat merah dan menarik.
100
 
Sejarah tentang kosmetik di Indonesia sudah jauh dimulai sebelum 
zaman penjajahan Belanda dengan ditemukannya sebuah naskah kuno 
tentang kebiasaan seorang putri raja yang sangat gemar menggunakan 
ramuan tradisional seperti kunyit dan masker dari sebuah bengkuang 
dan beras yang ditumbuk untuk mencerahkan kulit atau ia 
menggunakan telur kemudian digunakan untuk masker rambut. 
Pengetahuan tentang masker kosmetik diperoleh secara turun-temurun 
dari orang tua ke generasi penerusnya, tidak hanya terjadi dikalangan 
pemerintah masa itu yakni keraton atau istana, tetapi juga dikalangan 
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Bermula dari sejarah perkembangan kosmetik, banyak cara yang 
telah dilakukan manusia khusunya wanita guna merawat dan 
mempercantik dirinya. Upaya mencampur berbagai bahan alam untuk 
merawat dan mempercantik diri tersebut salah satu cikal bakal 
perkembangan kosmetik di dunia. Dalam skala industri kosmetik mulai 
mendapat perhatian penuh dan selanjutnya digarap dalam skala yang 
besar pada abad ke-20. Teknologi kosmetik yang semakin maju, 
melahirkan berbagai varian produk kosmetik baru dengan manfaat dan 
fungsi yang bergama. Teknologi baru yang ditemukan dalam kosmetik 
adalah perpaduan antara kosmetik dan obat yang kemuadian dikenal 
dengan nama kosmetik medik (cosmeceuticals). 
2. Pengertian Kosmetik 
Kosmetik dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu. Pada 
abad ke-19 pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian. Selain 




Kosmetik berasal dari kata Yunani yaitu kosmetikos yang berarti 
menghias, mengatur. Pada dasarnya kosmetik adalah bahan campuran 
yang kemudian diimplikasikan pada anggota tubuh bagian luar seperti 
epidermis kulit, kuku, rambut, bibir, gigi, dan sebagainya dengan 
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tujuan untuk menambah daya tarik, melindungi, memperbaiki sehingga 
penampilannya lebih dari semula.
103
 
Definisi kosmetik dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/2010 Pasal 1 “Kosmetik adalah 
bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian 
luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital 
bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk 
membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau 
memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada 
kondisi baik”. Sedangkan definisi kosmetik sesuai Pasal 1 angka 1 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 445/MENKES/PER/V/1998 
tentang Bahan, Zat, Pewarna, Substratum, Zat Pengawet, dan Tabir 
Surya pada “Kosmetik adalah paduan bahan yang siap untuk 
digunakan pada bagian tubuh luar (kulit, rambut, kuku, bibir, dan 
organ kelamin luar), gigi, dan rongga mulut untuk membersihkan, 
menambah daya tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya 
tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak 
dimaksudkan untuk mengobati atau dapat menyembuhkan suatu 
penyakit”. 
Melihat penjelasan mengenai pengertian kosmetik seperti yang di 
atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kosmetik adalah bagian 
dari kehidupan manusia yang semakin berkembang. Kosmetik sangat 
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mempunyai peran penting bagi kecantikan, tapi juga untuk 
memperbaiki, mencegah dan juga untuk tetap menjaga kesehatan kulit 
bagi penggunanya. 
Bahan utama yang dapat digunakan untuk kosmetik adalah bahan 
dasar yang berkhasiat, bahan aktif dan ditambah bahan tambahan lain 
seperti bahan pewarna, bahan pewangi, pada pencampuran bahan-
bahan tersebut harus memenuhi kaidah pembuatan kosmetik ditinjau 
dari berbagai segi teknologi, kimia teknik dan lainnya.
104
  
Tujuan utama penggunaan kosmetik pada masyarakat modern 
adalah untuk kebersihan pribadi, meningkatkan daya tarik melalui 
make up, meningkatkan rasa percaya diri dan perasaan tenang, 
melindungi kulit dan rambut dari kerusakan sinar ultra violet, polusi 
dan faktor lingkungan yang lain, mencegah penuaan, dan secara umum 
membantu seseorang lebih menikmati dan menghargai hidup.
105
 
3. Macam-Macam Kosmetik 
Berdasarkan bahan dan penggunaannya serta untuk maksud 




a. “Kosmetik golongan I adalah kosmetik yang digunakan untuk bayi, 
misalnya minyak bayi dan bedak bayi. 
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b. Kosmetik perawatan untuk mandi, misalnya sabun mandi dan bath   
capsule. 
c. Kosmetik untuk bagian mata, misalnya mascara dan eyes shadow. 
d. Kosmetik bagian pengharum, misalnya parfum. 
e. Kosmetik bagian rambut, misalnya perawatan rambut. 
f. Kosmetik bagian make up (kecuali mata) misalnya bedak dan 
lipstik. 
g. Kosmetik bagian kebersihan mulut misalnya pasta gigi dan mounth 
washes. 
h. Kosmetik perawatan kulit misalnya pelembab dan pelindung”.  
Peneliti melakukan penelitian dari macam-macam kosmetik di atas 
yang digunakan oleh sebagian wanita, namun salah satu yang banyak 
diminati dan digunakan adalah pelembab wajah, bedak, pelindung 
wajah, masker wajah, sabun dan lotion. Kandungan yang terdapat pada 
pada produk kosmetik tersebut adalah untuk mencerahkan kulit dan 
mengubah warna kulit. 
4. Manfaat Kosmetik 
Dasar dari kecantikan adalah kesehatan. Kulit yang sehat adalah 
bagian yang langsung dapat kita lihat, karena kulit merupakan organ 
tubuh yang berada paling luar dan berfungsi sebagai pembungkus 





bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Berikut ini beberapa manfaat dari 
kosmetik berdasarkan kegunaannya menurut Wasitaatmaja, yaitu :
107
 
a. “Kosmetik perawatan kulit. 
Jenis kosmetik ini digunakan untuk merawat kebersihan dan 
kesehatan kulit termasuk di dalamnya adalah kosmetik untuk 
membersihkan kulit, melindungi, melembabkan kulit, dan untuk 
menipiskan kulit (peeling). 
b. Kosmetik riasan atau dekoratif.  
Jenis kosmetik ini digunakan untuk merias, menutup cacat 
sehingga menimbulkan penampilan yang lebih menarik dan 
menimbulkan efek psikologis yang baik, di sini peran zat pewarna 
dan pewangi sangat besar”. 
D. Tinjauan Pustaka 
1. Karya berupa skripsi yang telah dibuat oleh mahasiswa UIN Raden 
Intan Lampung. Dalam hal ini, penulis menemukan skripsi karya Tri 
Hastuti dengan Judul Skripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli 
Kosmetik Waterproof (Studi di Siger Beauty Bandar Lampung) dalam 
penulisannya dipaparkan bahwa jual beli kosmetik waterproof tersebut 
selain produknya dapat membantu dan menyempurnakan suatu make 
up agar tahan lama juga terdapat kemudharatannya yakni, dapat 
menimbulkan suatu masalah pada kulit misalkan iritasi pada kulit 
karna pada umumnya komposisi yang dicantumkan pada kosmetik 
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waterproof kebanyakan menggunakan bahasa ilmiah di mana 
penggunaan bahasa tersebut tidaklah banyak diketahui pada 
masyarakat pada umumnya. Make up waterproof tersebut tidak 
dianjurkan untuk dipakai sehari-hari karena dapat menimbulkan suatu 
kemudharatan di mana komposisi kosmetik waterproof sangatlah berat 
dan dapat menghalangi air saat berwudhu.
108
 
2. Penulis juga menalaah karya berupa skripsi yang dibuat oleh Durrotul 
Isnaeni Haqi dari IAIN Purwokerto yang berjudul Tinjaun Hukum 
Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Kemasan Yang Belum 
Memiliki Nomor Pendaftaran (Studi di Pasar Cilongok, Kecamatan 
Cilongok, Kabupaten Banyumas) dalam penulisannya dipaparkan 
bahwa transaksi jual beli produk makanan kemasan tersebut 
diperjualbelikan dalam kondisi belum memiliki nomor pendaftaran di 
pasar Cilongok, transaksi jual beli antara penjual dan pembeli tersebut 
dilakukan langsung yaitu dengan cara pembeli datang langsung ke 
pasar Cilongok. Pihak pembeli pun bebas memilih barang yang akan 
dibeli dan kemudian penghitungan harga oleh penjual dan pembayaran 
oleh pembeli. Transaksi tersebut dilakukan secara langsung dan lisan 
di mana pihak penjual dan pihak pembeli berada dalam satu tempat 
atau satu majelis, dan pembayaran dilakukan secara tunai pada saat 
transaksi. Dari segi ijab kabul dan dari segi objek akad menurut hukum 
Islam termasuk jenis akad yang diperbolehkan karena kedua belah 
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pihak baik antara penjual dan pembeli sepakat mengadakan transaksi 
jual beli makanan, namun dari segi objek barang yang diperjualbelikan 
dalam praktik jual beli makanan kemasan yang belum memiliki nomor 
pendaftaran jika tidak ada nomor pendaftaran makanan tidak 
diperbolehkan atau dilarang menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI 
Nomor 382/MENKES/PER/VI/1989 tentang Pendaftaran Makanan.
109
 
3. Penulis juga menalaah karya berupa jurnal yang dibuat oleh Syaifullah 
seorang dosen dari STAIN Datokarama Palu yang berjudul 
Perdagangan Terlarang Menurut Islam dalam Tinjauan Maqashid Al-
Syari’ah pandangan penulis bahwa yang transaksi jual beli dilihat dari 
jenis dan zatnya terlarang untuk dilakukan, yaitu dengan melihat 
secara normatif yang terambil dari dasar hukum syar‟i, walaupun dari 
segi akadnya perdagangan tersebut dipandang sah, karena 
terpenuhinya seluruh unsur transaksi yang meliputi adanya subjek, 
objek, dan akadnya, namun karena barang yang secara zatnya 




4. Penulis menelaah karya berupa jurnal yang dibuat oleh Yuliana 
Susantri, Sri Walnya Rahayu, dan Sanusi dari Universitas Siyah Kuala, 
Banda Aceh yang berjudul Pencantuman Informasi pada Label Produk 
Kosmetik Oleh Pelaku Usaha Dikaitkan dengan Hak Konsumen, 
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pandangan penulis bahwa pencantuman informasi pada label produk 
kosmetik oleh pelaku usaha belum dilaksanakan sebagaimana 
mestinya, hal itu dibuktikan dengan masih adanya pelaku usaha yang 
tidak mencantumkan informasi sama sekali pada label produk, dan 
tidak memenuhi syarat izin klinik yaitu memiliki dokter spesialis 
kecantikan dan ahli farmasi yang bertanggungjawab. Selain itu hal ini 
disebabkan oleh kurang optimalnya pengawasan dari instansi terkait 
dan sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera.
111
 
Hasil-hasil peneliti di atas ternyata terdapat persamaan dan perbedaan 
dengan skripsi yang sedang penulis teliti. Persamaannya adalah meneliti 
tentang jual beli kosmetik dan produk yang belum menggunakan 
keterangan lengkap pada kemasan produknya yang dikaitkan dengan 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta peraturan kepala Badan 
Pengawas Obat dan Makanan yang mana jual beli apapun baik itu berupa 
produk kecantikan ataupun makanan dan minuman harus sesuai dengan 
anjuran syariat Islam dan tidak melanggar perundang-undangan yang 
berlaku. Sedangkan perbedaannya yakni penulis membahas tentang 
kosmetik tanpa aturan pemakaian, di mana biasanya kosmetik tersebut 
adalah kosmetik yang dikemas menggunakan kemasan minimalis dengan 
harga yang terjangkau. 
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Kaitan dengan masalah yang penulis teliti dari segi objek terdapat 
persamaan dengan hasil-hasil peneliti terdahulu yaitu membahas tentang 
produk yang dari segi ijab kabul dan segi objek serta rukun akad jual beli 
menurut hukum Islam termasuk jenis akad yang diperbolehkan karena 
kedua belah pihak baik antara penjual dan pembeli sepakat mengadakan 
transaksi jual beli, namun dari segi syarat barang yang diperjualbelikan 
dalam praktik jual beli ini tidak terpenuhi (tidak sah) karena kemasan 
produk tidak menggunakan keterangan yang lengkap sehingga belum 
sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Sedangkan perbedaannya 
terletak pada fokus dan streching masalah yaitu penulis meneliti tentang 
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